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Mengingat 

Proposal Pengurus Yayasan  Pondok Pesantren Miftahul Abror Desa 

Sepapan  Kecamatan  Jerowaru  Nomor :     168  /   YPP MIFT  /2018 

tanggal    18  Agustus   2018   perihal   Permohonan  Izin  Operasional 

SMP  IT  Plus   NW  Pejeruk Desa   Sepepan  Kecamatan  Jerowaru 

Kabupaten LombokTimur; 

a.   bahwa   salah   satu   fungsi Sekolah Menengah Pertama  (SMP) 
adalah    untuk    menampung  lulusan    Sekolah Dasar   (SD)  dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada  di wilayah sekitarnya; 

b.   bahwa   Sekolah Menengah Pertama Islam  Terpadu  (   SMP IT ) 

Plus   NW   Pejeruk   Desa     Sepapan    Kecamatan    Jerowaru 

Kabupaten  Lombok  Timur  yang    beroperasi   pada     Tahun 

Pelajaran 2017 /2018           di    bawah     naungan    Pemerintah 

Kabupaten LombokTimur, dengan   segala  hak    dan  kewajiban 

yang  dimiliki  berdasarkan   peraturan    perundang-undangan 

yang  berlaku; 
c.   bahwa       berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana     yang 

dimaksud  huruf   a  dan   b,  maka   dipandang  perlu   di  berikan 

Surat   Keputusan  Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama 

Islam   Terpadu  (SMP IT  )    Plus   NW    Pejeruk  Desa   Sepapan 

Kecamatan Jerowaru    Kabupaten   Lombok  Timur   dengan 

Keputusan  Kepala Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan Lombok 

Timur; 
1.    Undang  -   Undang  Nomor 20  Tahun    2003,   tentang    Sistem 

Pendidikan Nasional; 
2.   Undang-  Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang   Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana diubah  terakhir dengan  Undang-undang 

Nomor  12   Tahun     2008;    tentang     Perubahan    Kedua    atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun   2004  tentang  Pemerintahan 

Daerah; 
3.    Peraturan    Pemerintah   Nomor  55    Tahun      1998    Tentang 

Pendidikan Dasar; 
4.   Peraturan  Pemerintah Nomor  19 Tahun   2005  tentang   Standar 

Nasional Pendidikan; 
5.   Peraturan    P1merintah    Nomor   38    Tahun    2007     tentang 

Pembagian  Urusan   Antara   Pemerintah,   Pemerintah   Propinsi, 

Pem.eriatah Daerah/Kota; 




